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(Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam)

BISKER MANIK

Kejahatan dapat diartikan secara kriminologis dan yuridis. Kejahatan dalam
arti kriminologis yaitu perbuatan manusia yang menodai norma-norma dasar dari
masyarakat. Perbuatan unsur yang menyalahi aturan-aturan yang hidup dan
berkembang di masyarakat. Salah satu contoh kejahatan yaitu tindak pidana
penggelapan yang di atur dalam Pasal 372 sampai dengan Pasal 377 KUHP.
Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah: bagaimana unsur-unsur
tindak pidana penggelapan, bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana
penggelapan dalam wilayah Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan bagaimana
kendala dan upaya dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan di
wilayah Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian ini, maka jenis
penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, maksudnya adalah suatu
analisis data yang berdasarkan pada teori hukum yang bersifat umum diaplikasikan
untuk menjelaskan tentang seperangkat data yang lain.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan unsur-unsur tindak pidana
penggelapan terdiri dari unsur Subyektif Delik berupa kesengajaan pelaku untuk
menggelapkan barang milik orang lain yang dirumuskan dalam pasal undang-
undang melalui kata: dengan sengaja dan unsur Oyektif Delik yang terdiri atas:
unsur barang siapa, unsur menguasai secara melawan hukum, unsur suatu benda,
unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain dan unsur benda tersebut ada
padanya bukan karena kejahatan. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana
penggelapan dalam wilayah Pengadilan Negeri Lubuk Pakam adalah meliputi
adanya unsur kesengajaan (dolus) atau kelalaian (culpa) yang dilakukan seorang
pelaku penggelapan, tidak adanya alasan peniadaan pidana terhadap perbuatan
pelaku penggelapan, serta perbuatan penggelapan tersebut adalah perbuatan yang
melawan hukum sebagaimana diatur dalam KUH Pidana. Kendala dalam
penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan di wilayah Pengadilan
Negeri Lubuk Pakam adalah pola dan bentuk serta modus operandi kejahatan
penggelapan semakin berkembang, perkembangan teknologi yang semakin maju
serta sulitnya mencari alat bukti. Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana
penggelapan di wilayah Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan cara
menempatkan pegawai yang bertugas dalam pengelolaan keuangan sebanyak dua
orang. Dengan adanya pegawai yang dua orang tersebut maka salah satu pegawai
akan bertanggungjawab kepada pegawai lainnya serta dengan cara meningkatkan
kesejahteraan pegawainya. Pegawai juga oleh perusahaan harus diperhatikan oleh
perusahaan kesejahteraannya sehingga pegawai tidak memiliki niat untuk
melakukan penggelapan.
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ABSTRACT

LEGAL ANALYSIS OF CRIMINAL LIABILITY embezzlement
(Case Study at District Court Lubukpakam)

BISKER MANIK

Crime can be interpreted in criminological and juridical. Crime in
criminological sense that human actions that compromise the basic norms of
society. Deeds elements that violate the rules that live and thrive in the community.
One example of crime is the crime of embezzlement is set in Article 372 to Article
377 Criminal Code. The problems raised in this research are: how the elements of
the crime of embezzlement, how accountable criminal embezzlement within the
State Court Lubukpakam and how constraints and in law enforcement efforts
against the crime of embezzlement in the District Court Lubukpakam.

In accordance with the problems and objectives of this study, the type of
study is a descriptive analysis, means a data analysis based on the theory of
common law applied to describe a set of data.

The results of research and discussion to explain the elements of the crime
of embezzlement is composed of elements of Subjective offense in the form of
deliberate offenders to darken the property of others as defined in article legislation
through words: deliberately and elements Oyektif offense consisting of: an element
of whoever, elements master unlawfully, the elements of an object, the element
partly or wholly owned by someone else and the elements of the object there is to
it were not for the crime. Accountability criminal embezzlement within the State
Court Lubukpakam is covering a deliberate intention (dolus) or negligence (culpa)
conducted a perpetrator of embezzlement, no reason annihilation offense to act
perpetrators of embezzlement and embezzlement that is an act that is against the
law as stipulated in the Criminal Code. Constraints in enforcing the law against the
crime of embezzlement in the District Court Lubukpakam is the pattern and the
shape and modus operandi of the crime of embezzlement is growing, the
development of increasingly advanced technology as well as the difficulty of
finding evidence. Law enforcement efforts against the crime of embezzlement in
the District Court Lubukpakam by placing the employee in charge of the financial
management of two people. With the employees two men then one employee
would be responsible to the other employees as well as a way to improve the
welfare of employees. Employees also by the company must be considered by the
company's well-being so that employees do not have the intention to commit
embezzlement.
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